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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Pengalaman Kkerja, pemahaman dunia kerja, serta pengetahuan,
merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap insan agar dapat menjadi
sumber daya manusia yang berkualitas di dunia kerja yang semakin
berkembang. Dengan meningkatnya pengalaman kerja, maka pemahaman akan
dunia kerja sesungguhnya juga mengalami peningkatan, seiring juga dengan
bertambahnya pengetahuan akan hal-hal baru terkait pekerjaan yang dilakukan.
Dengan demikian, akan terbentuk sumber daya manusia berkualitas yang dapat
melakukan pengembangan di berbagai jenis dan bidang pekerjaan di Indonesia.
Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten mampu menghadapi
persaingan dunia kerja yang sangat ketat.

Persaingan yang sangat ketat terjadi di seluruh organisasi, baik itu
perusahaan swasta, instansi milik pemerintah ataupun badan usaha lainnya.
Kompetensi dan kemampuan sesuai disiplin ilmu hingga keterampilan khusus
pada sumber daya manusia tersebut menjadi persyaratan yang dipersyaratkan
oleh seluruh organisasi agar dapat merekrut tenaga kerja yang tepat dan
profesional. Melihat kondisi dan situasi ketatnya persaingan dunia kerja,
mahasiswa dituntut untuk dapat menguasai ilmu yang dipelajari di perkuliahan

dan dapat mengaplikasikannya di dunia kerja.



Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya
memberikan mahasiswanya berupa teori, tetapi juga berupa keterampilan
dalam praktik. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah pengaplikasian teori-teori
yang telah dipelajari selama di perkuliahan ke dalam dunia kerja
sesungguhnya. Selain itu, PKL juga bermanfaat dalam segi interaksi
mahasiswa terhadap lingkungan dunia kerja.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai dunia kerja bagi
seluruh mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya
jurusan Akuntansi memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswanya untuk
melaksanakan kegiatan PKL.

PKL merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa Akuntansi untuk
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi atau Ahli Madya. Kegiatan PKL ini selain
dilaksanakan untuk syarat kelulusan, juga menjadi sarana bagi mahasiswa
untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menghadapi persaingan di
dunia kerja yang semakin luas dan ketat. Peningkatan kualitas penting
dilakukan dengan alasan bahwa banyak mahasiswa yang telah lulus dari
berbagai universitas namun belum juga mendapatkan pekerjaan karena tidak
memiliki kemampuan yang memadai serta persiapan yang cukup untuk
menghadapi persaingan dalam dunia kerja.

Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih tanggap
terhadap permasalahan serta mampu berkomunikasi yang baik dengan antar
karyawan. Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah wawasan,

keterampilan, etika, disiplin, kemampuan dan tanggung jawab.



Praktikan menjalankan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi

Daerah (UPPRD) Tebet, Jakarta Selatan. Kegiatan PKL ini dilaksanakan

sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan

Diploma Il Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dalam dilaksanakannya kegiatan PKL, tentunya memiliki maksud dan

tujuan dari program kegiatan tersebut. Adapun maksud dari program PKL

yaitu:

1.

Menyelesaikan mata kuliah PKL dan memenuhi persyaratan kelulusan
program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta;

Mengaplikasikan ilmu yang praktikan dapat di perkuliahan sehingga
praktikan mendapat gambaran secara langsung dan lebih mendetail
berdasarkan teori yang telah dipelajari selama ini;

Memberikan gambaran umum danpengalaman baru bagi mahasiswa

mengenai dunia kerja secara nyata.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL yaitu:
Untuk mengimplemantasikan ilmu yang sudah didapat mahasiswa selama
duduk di perkuliahan baik itu teori maupun praktik;
Meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan

keterampilan mahasiswa sesuai dengan latar belakang bidang studi;



3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan
sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif dan inisiatif yang tinggi
dalam melakukan suatu pekerjaan;

4. Meningkatkan wawasan kepada praktikan agar dapat lebih merasakan
pengalaman-pengalaman yang belum dirasakan sebelumnya;

5. Melatih praktikan untuk dapat memiliki mental yang kuat, tidak mudah
menyerah dan menjadi tenaga kerja yang profesional;

6. Mewujudkan sosok praktisi yang terampil, kreatif, jujur dan mampu

bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Kegiatan PKL yang telah dilaksanakan oleh praktikan tentunya sangat
memberikan manfaat atau kegunaan, baik itu untuk praktikan sendiri, Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet dan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta. Kegunaan PKL antara lain:
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan)
a. Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan
mengimplementasikannya secara langsung;
b. Meningkatkan wawasan, kreativitas serta keterampilan praktikan;
c. Melatih rasa tanggung jawab dan disiplin mahasiswa dalam bekerja;
d. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya dibidang
perpajakan, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan lapangan

kerja.



2. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet

a. Adanya mahasiswa yang melakukan PKL dapat membantu perkerjaan
operasional karyawan yang terkait. Serta praktikan dapat membantu
merekap hasil data yang diperlukan baik pekerjaan yang bersifat
sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap;

b. Membangun kemitraan, agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang
akademik dan menjadi contoh instansi yang dapat menunjukkan
integritasnya;

c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang
akan memasuki dunia kerja. Serta secara tidak langsung perusahaan
telah memperkenalkan dan membuka wawasan tentang perpajakan;

d. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang
dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga yang terkait;

e. Untuk lebih menjalin hubungan yang baik antara Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta dengan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi

Daerah Tebet.

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
a. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja;
b. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan
sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha;
c. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu yang

didapat selama perkuliahan dan menerapkannya dalam dunia kerja;



d. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait;
e. Sebagai bahan masukan dan evalusasi program pendidikan di
Universitas Negeri Jakarta untuk menghasilkan tenaga-tenaga

terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi.

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan
Praktikan melaksanakan PKL di instansi pemerintah yang bergerak di
bidang perpajakan yaitu pada UPPRD Tebet. Berikut ini merupakan informasi
data perusahaan tempat pelaksanaan PKL.:
Nama Perusahaan : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet
Alamat :  Kantor Kecamatan Tebet Lt. 3

JI Prof Dr Soepomo, SH No 16 Tebet - Jakarta

Selatan
Telepon 02183780019
Faximile : 02183780019
E-mail . upprd.tebet@gmail.com
Website : http://bprd.jakarta.go.id/

Alasan praktikan memilih UPPRD Tebet sebagai tempat PKL yaitu:
1. Praktikan ingin mempelajari pengaplikasian ilmu perpajakan dan proses
pengolahan pajak dari tahap pelaporan hingga tahap pengarsipan.
2. Praktikan ingin mengetahui lebih tentang sistem yang digunakan dalam

proses pengolahan data setiap wajib pajak.


mailto:upprd.tebet@gmail.com
http://bprd.jakarta.go.id/

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh praktikan mengacu kepada
pedoman pelaksanaan PKL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
dimulai dari tanggal 31 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 20 September
2017. Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL.:
1. Tahap Persiapan
Tahapan persiapan awal sebelum kegiatan pelaksanaan PKL
dilakukan, praktikan terlebih dahulu mencari informasi mengenai
perusahaan dan instansi yang membuka kesempatan untuk dapat
melaksanakan PKL. Setelah mendapatkan informasi, praktikan
mengajukan surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi
Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan untuk Badan Pajak
dan Retribusi Daerah. Setelah surat permohonan dibuat, kemudian
praktikan langsung memberikan surat permohonan PKL ke Badan Pajak
dan Retribusi Daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengeluarkan
surat pemberitahuan izin magang mahasiswa yang ditujukan untuk
Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet, hingga
akhirnya praktikan mendapatkan izin untuk melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet pada
tanggal 31 Juli 2017.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, praktikan melaksanakan PKL di UPPRD

Tebet dengan masa kerja mulai tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 20



September 2017. Praktikan melaksanakan PKL setiap hari kerja, pada
hari Senin sampai Kamis jam kerja pukul 07:30 - 16:00 WIB dan pada
hari Jumat jam kerja pukul 07:30 - 16:30 WIB. Dalam pelaksanaan PKL
di UPPRD Tebet, praktikan diharuskan memakai pakaian kemeja putih
dan rok bahan bewarna hitam untuk hari Senin hingga Kamis dan
memakai pakaian batik setiap hari Jumat sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan. Setiap harinya sebelum melaksanakan aktivitas, praktikan
mendapatkan pengarahan dari pelaksana setiap bagian.
Tahap Pelaporan

Dalam proses penyusunan laporan PKL, praktikan mulai
menyusun laporan ini setelah kegiatan PKL selesai dilaksanakan.
Laporan yang disusun praktikan dimulai dengan tahap pengumpulan
data-data yang diperlukan sebagai bukti pekerjaan yang praktikan
lakukan selama kegiatan PKL. Pengumpulan data-data tersebut dimulai
sejak praktikan menjalankan kegiatan PKL sampai dengan proses
pembuatan laporan ini. Praktikan mempersiapkan laporan PKL di akhir

bulan September dan selesai di bulan November 2017.



BAB Il

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Sejarah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan
tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada
waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya yang
telah berubah beberapa kali nama maupun organisasinya yang disesuaikan
dengan kondisi pada waktu itu. Pada tahun 1966 hingga 1967, unit kerja yang
menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak
sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa
pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan
Perarturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam
Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 6
Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas
Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan
dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan
Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan

Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 diganti
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dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tentang organisasi dan tata
kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tersebut,
Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926
tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi
dan subbagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi
operangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang
berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan. Pemerintah Daerah
membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Derah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2008, Pemerinah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
yang merbah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi
DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah dan Peraturan Daerah Povinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016

Tentang Pembukuan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
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Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan
pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungi retribusi daerah
yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah.

Dinas Pelayanan Pajak (DPP) berubah nama dan fungsinya menjadi
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Perubahan nama ini dimaksudkan
agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai

pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet mempunyai visi dan misi
sebagai berikut:
a. Visi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet

Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
b. Misi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet

1. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif.

2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan
permasalahan hukum pajak daerah.

3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan
pajak daerah.

4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana
perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran

dan program dinas.
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5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan pajak daerah.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

Struktur Organisasi

KEPALA SUKU
BADAN
(5 SUBAN)

KEPALABADAN [ KEPALA BADAN KEPALA BADAN
i —— - -
WAKIL KEPALA | .
| WAKIL KEPALA
WAL K eALA
KEPALA UNIT -
PELAYANAN PAJAK KEPALA UNIT

PELAKSANA TEKNIS
DA gm'BUSI KEPALA SUKU BADAN |

SUBBAGIAN |
| TATA USAHA

SEKSI PENILAIAN, T SEKSI PENYELESAIAN SATP
SATPEL SATPEL SATPEL PEMERIKSAAN DAN [l PENETAPAN DAN el bt PENYULUFAN LTRYANAN
PELAYANAN | PENDATAAN N PENAGIHAN PENGAWASAN PENAGIHAN e aNaN INCORMAY
KELOMPOK
KELOMPOK DA “TABATAN.
)
HABATAN FUNGSIONAL

FUNGSIONAL

==

Gambar 11.1
Struktur Unit Kerja BPRD

Sumber : http://bprd.jakarta.go.id/struktur-organisasi/

1. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD)
a. Kepala Unit;
Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai

tugas:
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1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
UPPRD;

2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha,
Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

3. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan
tugas dari fungsi UPPRD; dan

4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi UPPRD.

b. Subbagain Tata Usaha;
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran UPPRD;

4. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD;

5. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD;

6. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang

UPPRD;
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7. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
UPPRD;

8. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD;

9. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan
penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana
kerja pada UPPRD;

10. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenyamanan kantor UPPRD;

11. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD;

12. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan
kelurahan sesuai lingkup wilayahnya;

13. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, Kinerja dan
kegiatan serta akuntabilitas UPPRD; dan

14. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata usaha.

c. Satpel Pelayanan;
Satpel Pelayanan mempunyai tugas:

1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD

sesuai dengan lingkup tugasnya,;
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memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan
daerah;

menerima, meneliti  dan mengadministrasikan permohonan
pendaftaran perpajakan daerah;

menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan
pembayaran pajak daerah;

melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data
pajak daerah;

membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang;
menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi
peneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang
dipersamakan;

mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/
bon dan dokumen lain yang dipersamakan;

menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD
dan NOPD;

menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keternangan Pajak
Daerah;

menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat
ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk
salinannya;

menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan,

pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
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penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah;
dan

15. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Pelayanan

d. Satpel Pendataan; dan
Satpel Pendataan mempunyai fungsi:

1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD
sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. melaksanakan  pengumpulan informasi, pendataan dan
pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah;

5. melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona
Nilai Tanah;

6. melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan
pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan,
penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah;

7. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan
pendaftaran atau penutupan subjek dan'objek pajak daerah;

8. melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi

terkait; dan
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melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Satuan Pelaksana Pendataan.

e. Satpel Penagihan

10.

11.

Satpel Penagihan mempunyai tugas:
menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD
sesuai dengan lingkup tugasnya;
mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan;
melakukan verifikasi dan pembayaran dari pelaporan pajak daerah;
menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD);
menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak;
menyusun laporan Kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah;
memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran;
pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan;
memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan,
pembatalan dan penghapusan atau pengurangan  sanksi
administrasi pajak daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Satuan Pelaksana Penagihan.
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2. Kepala Suku Badan (Suban)
a. Kepala Suku Badan;
Kepala Suku Badan mempunyai tugas:

1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Badan;

2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, subbidang dan
subkelompok jabatan fungsional;

3. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi
pemerintah/swasta, dalarn rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Badan;

4. mengoordinasikan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi
daerah pada unit pelaksana teknis dalarn lingkup kota
administrasi/kabupaten administrasi;

5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Suku Badan.

b. Subbagian Tata Usaha;
Subbagian Tata usaha mempunyai tugas:

1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
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3. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku
Badan;

4. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan
ketatausahaan Suku Badan;

5. melaksanakan pengelolaan kearsipan Suku Badan;

6. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
gedung kantor Suku Badan;

7. melaksanakan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
kantor Suku Badan;

8. mengusulkan kebutuhan prasarana, sarana, perangkat Kkeras,
perangkat lunak serta jaringan data dan komunikasi;

9. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Suku
Badan;

10. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Badan;

11. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

12. mengoordinasikan penyusunan laporan Kkegiatan, keuangan,
kinerja dan akuntabilitas Suku Badan; dan

13. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

c. Subbidang Penetapan dan Penagihan;

Subbagian Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas:
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menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang;
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan
kewenangannya;

melaksanakan penelitian dan analisis data-data dan kelengkapan
dokumen wajib pajak yang akan dilakukan penagihan pajak dengan
surat paksa;

melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa;
mengoordinasikan laporan piutang pajak daerah dalam lingkup
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai
kewenangannya;

menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang
tidak dapat ditagih dan kadaluarsa;

memproses pengajuan permohonan angsuran, penundaan
pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/ atau
pemindahbukuan sesuai dengan kewenangannya;

melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

penagihan pajak;
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11. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak
daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Penetapan dan
Penagihan;

12. menyiapkan bahan laporan Suku badan terkait dengan Subbidang
Penetapan  dan Penagihan; dan melaporkan  dan
mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  Subbidang
Penetapan dan Penagihan.

d. Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan;
Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai
tugas:

1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. melaksanakan penilaian, pemeriksaan dan pengawasan pajak
daerah

4. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan
penilaian objek pajak daerah sesuai kewenangannya;

5. melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata dan Nilai Jual Objek
Pajak;

6. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan dan

Penilaian Tahunan (RKPPT) pajak daerah;
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7. melaksanakan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah
berdasarkan pengawasan, usulan dan/atau informasi lainnya;

8. menerima pelayanan pendaftaran, legalisasi karcis/tanda masuk
objek pajak daerah yang bersifat insidental;

9. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pajak daerah yang
terkait dengan tugas Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan
pengawasan;

10. menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas
Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan;

11. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan.

e. Subbidang Penyelesaian, Pengurangan Keberatan dan Banding; dan
Subbidang penyelesaian, pengurangan keberatan dan banding
mempunyai tugas:

1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. melaksanaan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan,
pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar,
pengurangan Kketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi, keringanan, permohonan keberatan pajak daerah,

banding dan gugatan di Pengadilan Pajak;
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4. melaksanakan penyusunan dan mengadministrasikan konsep
uraian penelitian dan Surat Keputusan pembetulan Surat
Keputusan, banding dan jawaban gugatan, pengurangan atau
pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanan
dan keberatan pajak daerah;

5. menyiapkan bahan dan menyusun konsep memori/kontra memori
peninjauan kembali atas putusan banding;

6. mengelola penugasan untuk menghadiri sidang di Pengadilan
Pajak;

7. melaksanakan penyimpanan dokumen penanganan banding dan
gugatan;

8. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang terkait
dengan tugas Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan
dan Banding, dan

9. menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas
Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding;
dan

10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan
Banding.

3. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI)

a. Kepala Unit;
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Kepala Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi
mempunyai tugas;

1. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI;

2. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian,
Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

3. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD /UKPD
dan/ atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi UPPLI; dan

4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi UPPLLI.

b. Subbagian Tata Usaha;
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPPLI sesuai
dengan lingkup tugasnya;

3. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan rencana strategis UPPLI,

4. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPLI;

5. menyusun pedoman, standar dan prosedur UPPLI;

6. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang

UPPLI;
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7. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan
UPPLI;

8. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi UPPLI;

9. melaksanakan  penyediaan,  penatausahaan, = penggunaan,
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana UPPLI

10. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana
dan sarana UPPLI;

11. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenyamanan UPPLI;

12. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPLLI;

13. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, Kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas UPPLI; dan melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata
Usaha.

c. Satuan Pelaksana Penyuluhan; dan
Satuan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. menyusun bahan pedoman, standar. dan prosedur teknis UPPLI

sesuai dengan lingkup tugasnya,;
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menyiapkan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis
penyuluhan;

melaksanakan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis
dokumentasi perpajakan dan retribusi daerah;

melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
teknis penyuluhan, dokumentasi. peraturan perpajakan daerah dan
retribusi daerah;

menyiapkan teknik, metode dan materi penyuluhan pajak daerah
dan retribusi daerah;

melaksanakan pemutakhiran panduan informasi perpajakan daerah
dan retribusi daerah;

melaksanakan perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan
perpajakan daerah dan retribusi daerah;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tenaga penyuluhan;
melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
melaksanakan penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat,
riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan retribusi
daerah dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang
perpajakan daerah dan retribusi daerah;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan Kkegiatan operasional

penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah; dan



27

14. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Satuan Pelaksana Penyuluhan.
d. Satuan Pelaksana Layanan Informasi;
Satuang Pelaksana Layanan Informasi mempunyai tugas:

1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran
UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPLI
sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. melaksanakan pemberian layanan informasi dan konsultasi kepada
wajib pajak, wajib retribusi dan/atau masyarakat tentang pajak
daerah dan retribusi daerah;

5. menyiapkan bahan penyusunan strategi, perancangan dan
pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pelayanan;

6. melaksanakan evaluasi implementasi pengembangan di bidang
pelayanan;

7. menyusun dan mengelola materi layanan informasi pajak daerah
dan retribusi daerah melalui berbagai media;

8. melaksanakan koordinasi komunikasi, baik internal maupun
eksternal, serta pemantauan dan pengelolaan berita;

9. mengelola pusat layanan informasi (call center) dan penanganan

keluhan dan/atau pengaduan;
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10. menghimpun, mengolah dan memutakhirkan data dan inforsmasi
terkait pajak daerah dan retribusi daerah diberbagai media;

11. melakukan bimbingan dan konsultasi atas pengaduan terkait
perpajakan daerah dan retribusi daerah;

12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional; dan
13. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Satuan Pelaksana Layanan Informasi.
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Struktur organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tertuang
pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 5 sampai Pasal 10. Berikut ini penjelasan
tentang pelaksanaan tugas dan fungsi bagian didalam struktur Unit Pelayanan
Pajak dan Retribusi Daerah Tebet :
1. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet mempunyai

tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
UPPRD ;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan
Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas
dari fungsi UPPRD; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi UPPRD.

2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,;



30

mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran UPPRD;

. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD;
menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD;
melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
UPPRD;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD;
. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD;

menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada
UPPRD;

memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenyamanan kantor UPPRD;

. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD;
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan
kelurahan sesuai lingkup wilayahnya;

. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan
serta akuntabilitas UPPRD; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tata usaha.
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3. Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai
dengan lingkup tugasnya;

d. memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah;

e. menerima, meneliti dan mengadministrasikan  permohonan
pendaftaran perpajakan daerah;

f. menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan
pembayaran pajak daerah;

g. melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data
pajak daerah;

h. membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang;

i. menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi
penneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang
dipersamakan;

j. mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/ bon
dan dokumen lain yang dipersarnakan;

k. menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan
NOPD;

I.  menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keternangan Pajak Daerah;



32

m. menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat

ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk

salinannya;

. menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan,

pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan

Pelaksana Pelayanan

4. Satuan Pelaksana Pendataan mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD
sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran
data subjek dan objek pajak daerah;

melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai
Tanah;

melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan
pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan,

penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah;
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melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan
pendaftaran atau penutupan subjek dan'objek pajak daerah;
melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi
terkait; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan

Pelaksana Pendataan.

5. Satuan Pelaksana Penagihan mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD
sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai
dengan lingkup tugasnya;

mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan;

melakukan verifikasi dan pembayaran dari pelaporan pajak daerah;
menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan
Pajak Daerah (STPD);

menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak;

menyusun laporan Kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah;
memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran; pemberian

kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan;
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j. memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan,
pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
pajak daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan

Pelaksana Penagihan.

C. Kegiatan Umum Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 Pasal 3, UPPRD merupakan Unit Pelaksanan
Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi
daerah. UPPRD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

Pasal 4 menjelaskan bahwa UPPRD mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah sesuai
kewenangannya. Untuk melaksanakan tugasnya, UPPRD menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPRD;

c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD;

d. pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak

daerah;
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pendataan retribusi daerah;

pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak
daerah;

. pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak
daerah;

. penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD;
pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup
Kecamatan;

. penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada
lingkup Kecamatan;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD;

. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; dan

. pelaporan dan pertanggungja aban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.



BAB 111

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Selama melaksanakan kegiatan PKL di UPPRD Tebet yang berlangsung
selama 35 hari, praktikan ditempatkan di satpel pelayanan, satpel penagihan
dan subbagian tata usaha.

Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan satuan kerja lini UPPRD dalam
pelaksanakan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah
sesuai kewenangannya. Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang
Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unit. Kepala Satuan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Badan atas usul Kepala Unit.

Satuan Pelaksana Penagihan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam
pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai kewenangannya. Satuan
Pelaksana Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Kepala
Satuan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul
Kepala Unit.

Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan
administrasi UPPRD. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Unit.

36
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Di bawah ini adalah tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama

menjalani kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet:

Satuan Pelaksana Pelayanan:

1.

Membantu mencari SKPD reklame yang sudah diterbitkan dan
menyerahkan kepada wajib pajak;

Menerima berkas pembayaran pajak restoran;

Membantu memberikan formulir kepada wajib pajak yang mengajukan
permohonan mutasi/balik nama/pecah NOP SPPT PBB, permohonan
pengurangan PBB, penghapusan sanksi administrasi PBB, pembebasan

pensiunan PNS dan veteran, permohonan penerbitan SPPT PBB.

Satuan Pelaksana Penagihan:

1.

Menginput data omset pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak
hiburan dan PBB-KB di Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D);
Memeriksa daftar setoran masa dan perbaikan pajak restoran di laporan
berkala pada Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D);

Melakukan pengarsipan berkas SPTPD dan SSPD ke dalam box arsip;
Menghubungi wajib pajak untuk memberitahu tentang pengukuhan
objek pajak restoran;

Mendata daftar potensi daerah untuk objek pajak parkir dan hiburan;
Menghitung setoran rata-rata objek pajak restoran;

Menghitung potensi pajak daerah untuk objek pajak restoran.

Subbagian Tata Usaha:

1.

Mengarsipkan dokumen-dokumen surat masuk dan surat keluar;
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2. Mendata daftar wajib pajak yang sudah membayar pajak PBB

B. Pelaksanaan Kerja

Dalam pelaksanaan kerja di UPPRD Tebet, praktikan harus memahami
alur kerja yang digunakan dan memahami berkas-berkas yang akan digunakan
selama PKL. Praktikan dituntut memiliki ketelitian dan pemahaman yang
cukup dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.

Praktikan ditempatkan di beberapa bagian yaitu pada satuan pelaksana
pelayanan, satuan pelaksana penagihan dan subbagian tata usaha dengan tujuan
agar praktikan mengetahui kegiatan operasional yang dilakukan UPPRD Tebet
setiap alurnya.

Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama melakukan
kegiatan PKL di UPPRD Tebet sesuai dengan Satuan/Subbag-nya:

1. Satuan Pelaksana Pelayanan
Pelaksana pelayanan mempunyi tugas seperti: memberikan pelayanan
informasi dan konsultasi perpajakan daearh, menerima dan memvalidasi
pelaporan dan pembayaran pajak daearh, menerima dan meneliti
permohan pendaftaran perpajakan daerah. Berikut ini tugas yang diberikan
kepada praktikan selama berada di Satuan Pelaksana Pelayanan.
a. Membantu mencari SKPD reklame yang sudah diterbitkan dan
menyerahkan kepada wajib pajak

Berikut langkah-langkah yang praktikan kerjakan:
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1) Pertama, praktikan menerima berkas permohonan pemasangan
reklame yang dibawa Wajib Pajak.

2) Kedua, praktikan mencari SKPD reklame sesuai dengan informasi
yang tertera pada berkas yang dibawa oleh Wajib Pajak tersebut.

3) Selanjutnya, praktikan memberikan stiker kepada Wajib Pajak.
Stiker itu diisi dengan informasi berupa teks reklame, ukuran
reklame, nomor SKPD dan masa berlaku. Stiker itu merupakan
salah satu bukti bahwa reklame itu sudah di daftarkan ke pajak
daerah.

Hasil dari mencari SKPD reklame yang sudah di terbitkan adalah
pemberian stiker kepada wajib pajak. Stiker tersebut sebagai tanda
bahwa wajib pajak telah mendapat izin untuk pemasangan reklame.
Hasil pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran 4.

. Menerima berkas pembayaran pajak restoran
Setiap wajib pajak yang sudah membayarkan setoran masa, wajib
melaporkan berkas pembayaran pajaknya, berkas itu berupa Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD). Berikut langkah-langkah dalam menerima berkas
pembayaran pajak restoran:
1) Pertama, praktikan menerima SPTPD dan SSPD restoran yang
diberikan oleh wajib pajak. Hasil pekerjaan praktikan dapat

dilihat pada Lampiran 5.
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2) Kedua, praktikan mengecek keterangan lunas yang diberikan oleh
bank pada lampiran SSPD. Hasil pekerjaan praktikan dapat
dilihat pada Lampiran 6.

3) Selanjutnya, praktikan memberikan SPTPD dan SSPD kepada
pegawai untuk dicek dan lampiran SPTPD ditandatangan oleh
pegawai. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran
7.

SSPD terdiri dari lima lembar dan SPTPD terdiri dari 2 lembar.
Lembar warna putih SSPD untuk wajib pajak, lembar warna merah
SSPD untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak/UPPRD, warna kuning
SSPD untuk Bank, lambar ke empat untuk laporan wajib pajak ke
Dipenda dan lembar ke lima untuk arsip. Hasil dari menerima berkas
pembayaran pajak restoran berupa penyimpanan lembar SSPD yang
bewarna merah untuk UPPRD serta lembar ke lima yang digunakan
untuk arsip dan lembar warna putih SPTPD.

c. Membantu memberikan formulir kepada wajib pajak yang
mengajukan permohonan mutasi/balik nama/pecah NOP SPPT PBB,
permohonan pengurangan PBB, penghapusan sanksi administrasi
PBB, pembebasan pensiunan PNS dan veteran, permohonan
penerbitan SPPT PBB.

2. Satuan Pelaksana Penagihan
Berikut ini tugas yang diberikan kepada praktikan selama berada di

Satuan Pelaksana Penagihan:
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a. Menginput data omset pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak

hiburan dan PBB-KB di Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D).

Setiap omset pajak yang tertera pada SPTPD yang telah

dilaporkan oleh wajib pajak harus dimasukkan ke dalam SP2D untuk

mengetahui besarnya pajak yang harus disetorkan. Pajak yang

disetorkan oleh wajib pajak menjadi pendapatan daerah Tebet.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menginput data omset

pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir serta pajak hiburan di SP2D

adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pertama, praktikan diberi form SSPD dan SPTPD yang sudah
dilaporkan oleh wajib pajak kepada UPPRD Tebet untuk
dilakukan pengecekan. Hasil pekerjaan dapat dilihat pada
Lampiran 8 sampai dengan Lampiran 12.

Kedua, praktikan membuka website dari Forum Komunikasi
DPP, kemudian klik SP2DWEB Sistem Pemungutan Pajak
Daerah, untuk log-in ke dalam sistem dilakukan oleh pegawai.
Hasil pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran 13.

Setelah log-in, pilih menu penagihan lalu pilih icon SPTPD
kemudian pilih ‘tambah baru’. Hasil pekerjaan dapat dilihat pada
Lampiran 14.

Selanjutnya mengisi objek pajak, periode dan tanggal ke dalam
kotak pencarian. Objek pajak diisi dengan NOPD yang tertera

pada SPTPD serta periode dan tanggal juga diisi sesuai dengan
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informasi yang tertera pada SPTPD, lalu pilih menu ‘simpan’.

Hasil pekerjaan dapat dilhat pada Lampiran 15.

5) Kemudian akan muncul rincian informasi berupa kolom kode,
kolom nama dan kolom omset. Selanjutnya klik angka kode untuk
memasukkan jumlah omset. Jumlah omset yang dimasukkan
berdasarkan SPTPD dan SSPD yang sudah dilaporkan oleh Wajib
Pajak. Hasil pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran 15.

Jika wajib pajak tidak membayar setoran masa dalam kurun
waktu yang lama tanpa adanya informasi, dapat dilakukan pengecekan
terhadap omset dan setoran masa sebelumnya, untuk mengetahui
keadaan objek pajak tersebut. Setelah dilakukan pengecekan melalui
omset dan setoran masa, pegawai Satuan Pelaksanaan Pendataan
meninjau langsung objek pajak tersebut untuk mengetahui keaadan
sebenarnya.

Memeriksa daftar setoran masa dan perbaikan pajak restoran di

laporan berkala pada Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D).

Daftar setoran masa harus selalu diperiksa untuk mengetahui
setiap pembayaran/setoran yang sudah dilakukan wajib pajak. Selain
untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah melakukan
kewajibannya, pemeriksaan daftar setoran masa ini harus dilakukan
agar tidak adanya kesalahan dalam pembayaran pajak yang sudah
dilakukan. Sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran

seperti kurang bayar maupun lebih bayar.
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Praktikan menggunakan SP2D web yang bersifat online. Adapun

langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam memeriksa daftar

setoran masa di SP2D adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pertama, praktikan diberi form SSPD dan SPTPD yang sudah
dilaporkan oleh wajib pajak kepada UPPRD Tebet untuk
dilakukan pengecekan.

Kedua, praktikan membuka website dari SP2D, untuk log-in ke
dalam sistem dilakukan oleh pegawai

Setelah log-in pilih menu pelaporan, lalu pilih daftar setoran masa
dan perbaikan, kemudian untuk memudahkan pencarian maka
praktikan harus memasukkan jenis pajak, tahun dan Nomor Objek
Pajak Daerah (NOPD) dari objek pajak yang ingin diperiksa ke
dalam kotak pencarian. Hasil pekerjaan dapat dilihat pada
Lampiran 16.

Selanjutnya, praktikan diharuskan memeriksa pembayarannya
setiap bulan apakah pajak tersebut sudah dibayarkan atau belum.
Jika sudah membayar maka restoran tersebut mematuhi
kewajibannya. Jika belum membayar, maka akan diperiksa oleh
pegawai apakah restoran tersebut sudah tutup atau masih
beroperasi.

Hasil pekerjaan berupa daftar yang memuat jumlah pajak yang

dibayarkan setiap bulannya, tanggal pajak tersebut dibayarkan dan
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denda keterlambatan pembayaran. Hasil pekerjaan dapat dilihat pada

Lampiran 17.

Melakukan pengarsipan berkas SPTPD dan SSPD ke dalam box arsip
Pengarsipan SPTPD dan SSPD dilakukan agar jika pada saat

dicari untuk keperluan tertetu tidak kesulitan untuk mencari di banyak

tempat. Cukup mencari pada tepat pengarsipan SPTPD dan SSPD
sesuai dengan jenis objek pajak. Pengarsipan dilakukan dengan
manual. Berikut adalah cara dalam pengarsipan berkas SPTPD dan

SSPD:

1) Petama, praktikan dibimbing oleh pegawai untuk memisahkan
berkas sesuai jenis objek pajaknya;

2) Untuk objek pajak restoran, dibagi kedalam tiga bagian yaitu:
nama objek pajak yang berawalan nama A hingga J, berawalan
nama K hingga S, dan berawalan nama T hingga Z. Pembagian
ke dalam tiga bagian itu dikarenakan jumlah objek pajak restoran
di wilayah Tebet lebih banyak dibandingkan dengan jumlah objek
pajak parkir, hotel, hiburan dan PBB-KB;

3) Untuk ojek pajak hotel, dibagi kedalam 2 bagian yaitu: nama
objek pajak yang berawalan A hingga M dan nama objek pajak
yang beawalan N hingga Z;

4) Untuk objek pajak parkir, hiburan dan PBB-KB tidak dilakukan
pembagian sesuai nama objek pajak karena jumlah objek yang

tidak terlalu banyak;
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5) Selanjutnya praktikan menaruh setiap SPTPD dan SSPD ke
dalam map sesuai dengan objek pajak. SPTPD dan SSPD dengan
periode terbaru, diletakkan di halaman pertama.

d. Menghubungi wajib pajak untuk memberitahu tentang pengukuhan
objek pajak restoran.

Wajib pajak yang mendirikan restoran, wajib mendaftarkan
restoran tersebut ke UPPRD untuk dapat dikukuhan. Pengukuhan
mempunyai fungsi sebagai pengawasan dalam melaksanakan dan
kewajiban Pengusaha Kena Pajak dibidang PPn dan sebagai sarana
salam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.

Praktikan diberi tugas untuk menghubungi wajib pajak untuk
memberitahu tentang objek pajak restoran. Adapun langkah-langkah
yang praktikan lakukan dalam melakukan tugas ini adalah sebagai
berikut:

1) Pertama, praktikan diberikan berkas oleh pegawai. Berkas itu
berisi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pengukuhan.

2) Selanjutnya, praktikan menghubungi wajib pajak untuk
memberitahu tentang objek pajak restoran tersebut sudah
dikukuhkan.

Hasil dari menguhubungi wajib pajak tentang pengukuhan objek
pajak restoran adalah wajib pajak datang ke UPPRD Tebet untuk
mengambil berkas yang dibuat oleh pegawai seperti Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pengukuhan.
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Mendata daftar potensi daerah untuk objek pajak parkir dan hiburan
yang merupakan kewenangan daerah Tebet.

Seringkali mandata daftar objek pajak dengan cara meninjau
langsung tempat tersebut yang dilakukan oleh pegawai bagian Satuan
Pelaksana Pendataan. Namun, untuk lebih memudahkan dan
mempercepat pendataan maka daftar objek pajak restoran dapat
dilakukan melalui komputer kantor yang telah tersedia. Mendata
daftar objek pajak berguna untuk mengetahui objek pajak yang masih
aktif dan yang sudah tidak aktif lagi. Mendata daftar objek pajak juga
diperlukan agar pegawai yang bertugas menyampaikan surat
ketetapan pajak tidak kesulitan dalam mencari objek pajak yang
dituju.

Praktikan diberi tugas untuk mendata daftar potensi daerah
untuk objek pajak parkir yang berada di wilayah kewenanagan Tebet.
Tugas ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Adapun langkah-
langkah yang dilakukan untuk mandata daftar potensi daerah untuk
objek pajak parkir sebagai berikut:

1) Praktikan diberi softcopy oleh pegawai mengenai objek-objek
pajak di wilayah DKI Jakarta yang terdaftar sebelumnya.

2) Setelah diberi softcopy berupa dokumen excel, selanjutnya
praktikan membuka dokumen daftar objek pajak hiburan dan
parkir wilayah Tebet yang sudah ada di komputer kantor sebagai

acuan dalam pencarian data-data yang diperlukan.
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3) List objek pajak didata secara satu persatu dengan mengetik nama
objek pajak di dalam search engine. Jika diperoleh data-data
tentang objek pajak yang dimaksud, selanjutnya praktikan harus
mencocokan data seperti alamat objek pajak tersebut. Jika nama
objek pajak dan alamat objek pajak sudah sesuai, maka list objek
pajak tersebut diberi penanda bahwa objek pajak tersebut
merupakan kewenangan daerah Tebet.

Dengan mendata daftar potensi daerah untuk objek pajak parkir
dan hiburan, dapat mengetahui objek pajak yang berpotensi
menambahkan pendapatan daerah Tebet. Hasil pekerjaan praktikan
dapat dilihat pada Lampiran 18.

Menghitung setoran rata-rata objek pajak restoran
Setoran rata-rata harus dihitung untuk mengetahui berapa

besarnya pajak yang disetorkan. Ketika pajak yang disetorkan
jumlahnya kecil sedangkan restoran itu termasuk dalam kategori
restoran besar, maka pegawai akan mengecek langsung ke restoran
tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitung setoran
rata-rata sebagai berikut:

1) Praktikan diberi softcopy berupa dokumen excel oleh pegawai
mengenai objek pajak restoran. Softcopy itu berisi nama restoran,

alamat restoran, NOPD dan daftar setoran masa.
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Selanjutnya, praktikan menghitung setoran rata-rata. Perhitungan
dilakukan dengan cara membagi jumlah setoran masa dengan
jumlah bulan yang sudah dibayarkan pajaknya.

Dalam pekerjaan ini, praktikan mendapatkan hasil setoran rata-

rata yang dibayarkan oleh wajib pajak dari bulan Januari 2017 sampai

Agustus 2017. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran

19.

. Menghitung potensi pajak daerah untuk objek pajak restoran

Perhitugan potensi pajak daerah dilakukan untuk mengetahui

berapa besarnya rencana pendapatan pajak daerah Tebet. Perhitungan

potensi pajak daerah itu nantinya akan dikirimkan ke BPRD sebagai

informasi besarnya potensi pajak tiap-tiap daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitung potensi

pajak daerah untuk objek pajak restoran:

1)

2)

Praktikan diberi softcopy berupa dokumen excel oleh pegawai
mengenai objek pajak restoran. Softcopy berisi tabel nama
restoran, alamat, NOPD, jumlah kursi dan yang terdapat di
restoran, harga terendah dan tertinggi pada restoran tersebut dan
setoran masa rata-rata.

Selanjutnya, praktikan memasukkan harga terendah dan tertinggi
yang terdapat pada restoran tersebut. Informasi harga tersebut

berdasarkan hasil pemeriksaan. Rumus untuk menghitung
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besarnya potensi pajak sudah diatur di komputer kantor oleh
pegawai.
3. Subbagian Tata Usaha

Pada bagian ini praktikan diberi tugas sebagai berikut:

a. Mengarsipkan dokumen surat keluar, surat masuk, dokumen BPHTB,
dokumen penghapusan sanksi administrasi dan SK PNS

Pada tempat praktikan melakukan PKL banyak menerima surat
masuk, surat keluar dan juga dokumen-dokumen lainnya seperti:
dokumen BPHTB, penghapusan sanksi administrasi dan SK PNS.
Setiap surat dan dokumen di arsipkan sesuai dengan jenis surat dan
dokumen agar jika pada saat dicari untuk keperluan tertentu tidak
kesulitan untuk mencari di banyak tempat. Cukup mencari pada
tempat pengarspian surat dan dokumen yang sesuai.

Pengarsipan dan penulisan unuk nomor surat masuk dan surat
keluar dilakukan dengan manual. Berikut adalah cara dalam
pengarsipan surat serta dokumen:

1) Pertama, praktikan dibimbing oleh pegawai untuk selalu
mencatat setiap surat-surat yang masuk dan keluar di buku surat
masuk dan buku surat keluar.

2) Praktikan menulis nomor surat, isi surat, tanggal surat, dan

ditunjukan kepada di buku surat masuk dan buku surat keluar.
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3) Setelah menulis nomor surat, tanggal dan lain-lain, praktikan
mengarsipkan surat/dokumen tersebut di dalam file arsip sesuai
jenisnya.

b. Mendata Wajib Pajak yang sudah membayar PBB

Setiap tahunnya wajib pajak akan dikenakan PBB, besarnya PBB
yang harus dibayar oleh wajib pajak tertera pada Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) PBB. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PBB
dicetak secara massal oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jatuh
tempo pembayaran PBB pada bulan Agustus.

Praktikan diberi tugas untuk mendata wajib pajak yang
berdomisili di wilayah Kecamatan Tebet yang sudah membayar PBB.
Dalam tugas ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Adapun
langkah-langkah yang dilakukan untuk mendata wajib pajak yang
sudah membayar PBB:

1) Praktikan diberi softcopy oleh pegawai mengenai daftar wajib
pajak yang berdomisili di Kecamatan Tebet

2) Setelah diberi softcopy berupa dokumen excel, selanjutnya
prakikan membuka Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan
(SIMPBB) yang telah di log-in oleh pegawai sebagai acuan dalam
mencari data-data yang diperlukan.

3) List PBB didata secara satu persatu dengan mengetik NOP di
dalam SIMPBB untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah

membayar PBB atau belum. Jika diperoleh data-data tentang
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NOP yang dimaksud, selanjutnya praktikan harus mencocokan
data seperti alamat dan nama wajib pajak tersebut, kemudian
diberi penanda bagi wajib pajak yang sudah membayar PBB.

4) Jika berbeda dengan apa yang tertera pada hasil pencarian, maka
list PBB tersebut diberi penanda bahwa objek pajak PBB terdapat
perbedaan informasi agar bisa diproses lebih lanjut oleh pegawai.
Mendata pembayaran PBB harus dilakukan untuk mengetahui

wajib pajak yang sudah membayar PBB dan wajib pajak yang belum
membayar PBB. Setelah praktikan memperoleh informasi wajib pajak
yang sudah dan yang belum membayar PBB, praktikan melaporkan
hasil pekerjaan praktikan ke pegawai. Selanjutnya UPPRD Tebet
memberitahukan wajib pajak yang belum membayar pajak melalui

surat pemberitahuan.

C. Kendala Yang Dihadapi

Selama PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet

praktikan dihadapi dengan berbagai kendala. Berikut kendala yang dihadapi

praktikan:

1.

Sulit untuk memasukkan NOPD, masa pajak dan omset kedalam Sistem
Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) jika Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD
dengan lengkap dan jelas.

Adanya kesulitan mengeoperasikan SP2D pada awal praktikan kerja.
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3. Praktikan sempat beberapa kali mengalami jaringan komputer yang
bermasalah, sehingga menghambat kinerja praktikan. Saat mengoperasikan

jaringan terkadang mengalami gangguan.

D. Cara Mengatasi Kendala

Agar tidak terus menerus terganggu dengan kndala-kendala yang dihadapi,

praktikan berusaha mengatasi kendala yang ada agar dapat megerjakan

pekerjaan dengan baik. Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Setiap melakukan pekerjaan dibutuhkan ketelitian dan ketekunan yang
tinggi. Ketika wajib pajak tidak mengisi SPTPD secara lengkap dan jelas
untuk masa pajak tertentu, maka praktikan akan melihat beberapa informasi
pada SPTPD bulan sebelumnya untuk mengisi NOPD dan masa pajak.

2. Ketika pembimbing memberi informasi cara mengoperasikannya,
praktikan memperhatikan dengan baik dan teliti kemudian mencoba
mengulanginya kembali.

3. Praktikan harus aktif bertanya bagaimana cara mengoperasikan kembali
jaringan yang bermasalah. Selanjutnya praktikan diberikan tempat dan
komputer lain untuk sementara waktu menunggu jaringan pada komputer

praktikan.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Selama menjalankan kegiatan PKL di UPPRD Tebet selama 35 hari,
praktikan mendapatkan pelajaran yang tidak didapatkan dibangku perkuliahan
seperti pentingnya kedisiplinan yang tinggi, tanggung jawab, belajar
beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya dan lain-lain yang
sifathnya berhubungan dengan etika. Pembelajaran tersebut sangat berguna
sebagai bekal dalam lingkungan dunia kerja.

Dengan PKL ini, praktikan memperoleh pengetahuan, wawasan dan
gambaran mengenai dunia kerja khususnya dalam bidang perpajakan. Selama
melakukan PKL di UPPRD Tebet, praktikan dapat memberikan kesimpulan
dari kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Praktikan dapat mengetahui tentang Sistem Pemungutan Pajak Daerah
online Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan cara mengaplikasikannya;

2. Praktikan mengetahui besarnya persentase setiap objek pajak yang
dikenakan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP);

3. Praktikan dilatih untuk memiliki ketelitian yang tinggi dengan melakukan
pengecekan, kelengkapan dan ketepatan jumlah pajak terutang;

4. PKL memberikan gambaran mengenai dunia kerja yang sesungguhnya
kepada praktikan. Di UPPRD Tebet, praktikan dilatih untuk bersikap

berhati-hati dan penuh analisis dalam melaksanakan pekerjaan.
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B. Saran
1. Bagi Praktikan:

a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dari segi akademik maupun
keterampilan agar dapat mendukung pelaksanaan PKL;

b. Mencari tahu tentang tata cara PKL, proses dan jangka waktu yang
diberikan dengan perkuliahan

c. Mencari tahu mengenai pengalaman dan kesulitan yang dihadapi senior
dalam menjalankan PKL;

d. Praktikan harus bisa lebih disiplin terhadap waktu

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta

a. Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL;

b. Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi menjalin hubungan
kerjasama dengan perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan
agar memudahkan mahasiswa dalam mencari perusahaan atau instansi
pemerintahan yang dapat menerima mahasiswa PKL

3. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet

a. Memperbarui beberapa CPU maupun komputer yang terkadang
bermasalah dan tidak dapat berfungsi;

b. Pada UPPRD Tebet, pencatatan nomor surat masuk dan surat keluar
masih dilakukan secara manual. Subbagian Tata Usaha sebaiknya
menggunakan komputer yang telah ditentukan rumusnya untuk
penomoran setiap surat masuk dan surat keluar, sehingga

meminimalisir kesalahan dalam pencatatan nomor surat.
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Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL

é/ = KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
iﬁ < UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
U Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
245 peceS Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR 11 : 4893918, PR 111 : 4892926, PR 1V :4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180

W Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

pub
L
Nomor  : 1336/UN39.12/KM/2017 12 Juli 2017
Lamp. i-
Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daérah Provinsi
JI. Abdul Muis No.66 Petojo Selatan, Gambir,
Jakarta Pusat 10160

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri

Jakarta :

Nama . Aida Husna

Nomor Registrasi . 8323154319

Program Studi . Akuntansi (D3)

Fakultas . Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 081298173900

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas
mata kuliah pada tanggal 1 Agustus s.d. 29 September 2017.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ry A
00 Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaari,
g “ ©dan Hubungan Masyarakat

= A
Woro Sasmoyo, SH
Tembusan : NiP. 19630403 198510 2 001
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi Akuntansi (D3)
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Lampiran 2: Surat Pemberitahuan 1zin Magang Mahasiswa

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 TELP. (021) 3865580 — Ext 5371
JAKARTA PUSAT

Nomor : 6b8(-0g5 2 (4 Juli 2017
Sifat * Biasa

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan izin Kepada

Magmgiliahasiswa Yth  Kepala Unit Pelayanan Pajak dan

Retribusi Daerah Tebet

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan
Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Nomor. 1336/UN.39.12/KM/2017
tanggal 12 Juli 2017 perihal permohonan magang/praktek kerja, dengan nama
sebagai berikut:
nama . Aida Husna
NIM 1 8323154319
jurusan : Akuntasi
instansi : Universitas Negeri Jakarta
dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan
magang/praktek kerja terhitung mulai tanggal 1 Agustus s.d 29 September 2017 di
unit kerja Saudara.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk menerima
dan membimbing mahasiswa dimaksud. 2
Atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

H. Falisal Syafruddin, SE, M.Si
NIP. 197202191998031006

Tembusan :
Universitas Negeri Jakarta

Catatan:

i
2

3

Jam masuk dan seragam mahasiswa mengikuti atau
menyesuaikan peraturan yang berlaku.

Mahasiswa wajib membuat dan mengisi absen pada
Unit tempat Magang/Praktek Kerja

. Mahasiswa wajib membuat laporan akhir mengenai

apa yang dikerjakan magang kepada Badan Pajak dan
Retribusi Daerah(Subbag Kepegawaian).



Lampiran 3: Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan

JADWAL KEGIATAN PKL
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UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TEBET

Hari/ Jam Jam Kegiatan Paraf/ |
Tanggal | Masuk | Pulang Mentor |
Senin Membantu mengecek laporan SPTPD !
07:10 | 1617 | SR Ibu
31/7/2017 Pajak Restoran Sasti
Selasa Membantu mengecek laporan SPTPD
07:06 | 16:05 Tbu
01/8/2017 Pajak Restoran Sasti
Rabu Membantu mengecek laporan SPTPD
07:00 | 16:10 i Tou
02/8/2017 Pajak Restoran Sasti
a) Membantu  mengecek  laporan
Kamis SPTPD Pajak Restoran Ib
07:06 | 16:10 AL
03/8/2017 b) Membantu  mengecek  laporan | Sasti
SPTPD Pajak Hotel
a) Membantu mengecek  laporan
Jumat SPTPD Pajak Parkir b
07:06 | 16:10 Tbu
04/8/2017 b) Membantu  mengecek laporan | Sasti
SPTPD Pajak Hiburan
Senin Membantu mengecek laporan SPTPD
07:02 | 16:05 d ’ Pak
07/8/2017 PBB-KB Acep
a) Memberikan formulir kepada WP
yang mengajukan permohonan |
mutasi/balik nama/pecah NOP |
SPPT PBB |
b) Memberikan formulir kepada WP
Selasa . Ib
06:57 | 16:05 yang mengajukan permohonan u
08/8/2017 Anita
pengurangan PBB
¢) Memberikan formulir kepada WP
yang mangajukan penghapusan
sanksi administrasi PBB
d) Memberikan formulir kepada WP
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yang mengajukan pembebasan
pensiunan PNS dan veteran
€) Memberikan formulir kepada WP
yang mengajukan permohonan
penerbitan SPPT PBB
f) Membantu mencari SKPD reklame
yang sudah diterbitkan dan
menyerahkan kepada WP
Mengarsipkan Surat Pemberitahuan
Rabu G . Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pak
09/8/2017 Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak | Acep
Restoran
a) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Restoran
b) Membantu  mengecek  laporan
Kamis SPTPD Pajak Hiburan di
07:07 | 16:08 Pak
10/8/2017 ¢) Membantu  mengecek laporan | Acep
SPTPD Pajak Parkir
d) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Hotel
a) Membantu mengecek laporan
SPTPD Pajak Parkir
Jumat b) Membantu mengecek laporan {
11/8/2017 06:35 16:50 SPTPD Pajak Hotel Falk ‘
Acep
¢) Membantu mengecek laporan
SPTPD Pajak Restoran
Gl Mendata surat yang akan dikirimkan
SiB 07:11 16:12 | yang berisi pengukuhan objek pajak SI:sutl
restoran
Selassa | 07:10 | 16:12 | @ Membantu  mengecek laporan Fu
cep |
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15/8/2017 SPTPD Pajak Restoran
b) Membantu  mengecek  laporan l
SPTPD Pajak Hotel |
c) Membantu  mengecek  laporan |
SPTPD Pajak Parkir
d) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Hiburan
a) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Restoran
b) Membantu  mengecek  laporan
Rabu . p—_— SPTPD Pajak Hotel Pak |
16/8/2017 ¢) Membantu  mengecek  laporan | Acep !
SPTPD Pajak Parkir E
d) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Hiburan
Kamis '
17/8/2017 Hari Kemerdekaan RI
a) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Restoran
Jumat ks o b) Membantu  mengecek  laporan Pak
18/8/2017 SPTPD Pajak Hotel Acep
¢) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Hiburan
Senin )
SR 07:22 16:10 | Mengarsipkan dokumen BPHTB Ibu Evi
a) Memberikan formulir kepada WP
P yang mengajukan permohonan
07:18 | 16:08 mutasi/balik nama/pecah NOP | Ibu
22/8/2017 Liyan
SPPT PBB
b) Memberikan formulir kepada WP
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yang mengajukan permohonan
pengurangan PBB

¢) Memberikan formulir kepada WP
yang mangajukan penghapusan
sanksi administrasi PBB

d) Memberikan formulir kepada WP
yang mengajukan pembebasan
pensiunan PNS dan veteran

€) Membantu mencari SKPD reklame

yang sudah diterbitkan dan
menyerahkan kepada WP
a) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Restoran
Rabu b) Membantu  mengecek  laporan
0717 | 1700 | ] ? P Tbu
23/8/2017 SPTPD Pajak Parkir Anita
c) Mendata dokumen salinan PBB
d) Mendata dokumen data selektif
a) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Restoran
. b) Membantu  mengecek  laporan
Kamis
0723 | 16:15 SPTPD Pajak Hotel Pak
24/8/2017 o Acep
¢) Melakukan pengadministrasian
berkas salinan PBB dan Data
Selektif ke dalam box arsip
a) Membantu  mengecek  laporan
Jumat SPTPD Pajak Restoran
0729 | 16:41 ¥ Pak
25/8/2017 b) Membantu  mengecek laporan | Acep
SPTPD Pajak Parkir
Senin a) Mendata WP  yang  sudah
07:07 16:07 Ibu Evi
28/8/2017 membayar PBB
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b) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Parkir
¢) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Restoran
a) Mengirim surat keluar by e-mail
Selasa b) Mengarsipkan SPTPD dan SSPD
07:05 16:17 . . ) Ibu Evi
29/8/2017 Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak
Parkir, dan Pajak Hiburan
- Mengarsipkan ~ dokumen BPHTB,
u
07:15 16:05 | dokumen en usan sanksi ;
30/8/2017 DoHEeay Tk
administrasi dan SK PNS }
Memberikan nomor pada surat keluar. !
Kamis Surat peringatan pembayaran pajak
07:15 16:10 i : Y - Tbu Evi
31/8/2017 daerah dan surat teguran pembayaran
pajak setoran masa restoran
Jumat
01/9/2017 Hari Raya Idul Adha 1438 H
a) Menghubungi Wajib Pajak (WP)
. untuk  memberitahu  tentang
Senin | 715 | 1615 kuhan objek pajak Tbu
: : en, an objek pajal
04/9/2017 L . i Sasti
b) Memberikan nomor pada surat
keluar perihal reklame liar
a) Mengarsipkan dokumen BPHTB,
dokumen surat keluar, dan
Selasa
07:13 16:19 dokumen surat masuk Pak
05/9/2017 Acep
b) Membantu  mengecek  laporan
SPTPD Pajak Restoran
- a) Mengarsipkan SPTPD dan SSPD i
u |
07:08 | 16:15 | Pajak Restoran Bu. |
06/9/2017 . Sasti |
b) Memberikan nomor pada surat i
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keluar perihal reklame liar

Jumat
08/9/2017

07:02

16:43

a) Mengarsipkan SPTPD dan SSPD
Pajak Restoran

b) Menghubungi Wajib Pajak (WP)
untuk  memberitahu tentang
pengukuhan objek pajak

¢) Memberikan nomor pada surat

keluar perihal reklame liar

Ibu
Sasti

Senin
11/9/2017

07:00

12:20

a) Memeriksa daftar setoran masa dan
perbaikan pajak restoran di laporan
berkala

b) Memberikan nomor pada surat

keluar, yaitu surat teguran

Tbu
Sasti

Selasa
12/9/2017

06:56

16:15

a) Mengarsipkan dokumen BPHTB

b) Memeriksa daftar setoran masa dan
perbaikan pajak restoran di laporan
berkala

Ibu
Sasti

Rabu
13/9/2017

07:07

16:17

a) Mengarsipkan  dokumen  surat
keluar dan surat masuk

b) Memeriksa daftar setoran masa dan
perbaikan pajak restoran di laporan
berkala

Tou
Sasti

Kamis
14/9/2017

07:06

16:36

a) Mengarsipkan dokumen BPHTB
dan surat masuk

b) Mendata daftar potensi daerah
untuk objek pajak parkir dan
hiburan yang merupakan

kewenangan wilayah Tebet

Tbu
Sasti

Jumat
15/9/2017

07:00

12:13

a) Menghitung setoran masa rata-rata

objek pajak restoran

Tbu
Sasti
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Lanjutan Lampiran 3: Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan

b) Menghitung potensi pajak daerah
untuk objek pajak restoran

Mengecek data penyetoran pajak

07:10 16:17 | restoran, pajak parkir, pajak hiburan, Pak
18/9/2017 ) Acep
dan pajak hotel

Senin

Mengarsipkan SPTPD dan SSPD

06:50 16:00 | Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak lb“.
19/8/2017 Sasti
Parkir, dan Pajak Hiburan

Selasa

a) Mengarsipkan dokumen surat
masuk

b) Mangambil formulir untuk WP
yang ingin memperpanjang masa
berlakunya reklame

Rabu ¢) Mengambil formulir untuk WP

07:13 | 16:05 Tbu |

20/9/2017 yang ingin memasang reklame Anita !
untuk pertama kali

d) Membantu mencari SKPD reklame
yang sudah diterbitkan dan
menyerahkan kepada WP

¢) Mengarsipkan SK BPHTB

Jakarta, 20 September 2017

Ketua Sub Bagian Tata Usaha

C oWz

Muttaqin, S.Sos

NIP. 197208211994031004
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Lampiran 4: Stiker Reklame
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Lampiran 5: SSPD dan SPTPD Restoran

rills
[PAARNYA | PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS ‘O

3 DINAS P! r
(€ QN ey Lo
JAKARTA 10160 '

SURAT PEMBERITAHY
( snrp‘g‘, PAJAK DAERAH

PAJAK REST
Masa Pajak ORAN
Tahun Pajak

perhatian :
T harap diisi dan ditulis den,
ri nomor 'gan huruf CET)
% 22:;«» <!iisnp:g: :.ol‘;.kd?,aya"ﬂ tersedia ﬁ.:mk jawaban yang diberkar,
wﬂ%’;ﬂt;irga"a" Pl b e e, pertalas
Ke! enyerahan SPTPD. d?&gnim san:si esuai ketentuan yand

”

T Jdentitas Wajib Pajak :
5, Nama Waijib Pajak
b. Alamat

[ 5 NPWPD
d. Nama Objek/Usaha
e Alamat
¢ NOPD
Ji, Diisi Oleh Pengusaha Restorar;:
a Kiasifikasi Usaha  : [OI-] 1. Restoran
2. Rumah Makan
3. Cafe

- Apeil ...
S s L

RT

@

2

i

s k. Data Pendukung :
1). Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD )

2). Rekapitulasi Penjualanlomzel. Ada/Fdark ada

gunaan Bon/Bill -AdafTidak ada

Ada/Tidak ada

3), Rekapitulasi Peng
4). Jurnal Harian

5).
Demikian formulir ini diisi dengan s
dalam pengisian SPTPD ini, saya persedia di

Peraturan yang berlaku.

Ada/Tidak ada

at ketidak benaran
sesuai dengan

ebenar-benarnya dan apabila terdap:
kenakan sanksi

Diterima oleh P
tanggal.... 3:€.2

1A

ﬁIP

*). Coret yang tidak perlu
Keterangan :
Lembar 1. Wama Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak
2. Warna Merah untuk Wajib Pajak

DPP - 12
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Lanjutan Lampiran 5: SSPD dan SPTPD Restoran

DINAS PE| i
JALAN ABDUL MUIS NoLeAeYr.Ab“m s
JAKARTA 10160

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)

. Nama Wajib Pajak
. Alamat

. NPWPD
. NOPD

. Nama Objek Pajak
. Alamat Objek Pajak
. Masa Pajak

1
2
3
4
5. Jenis Pajak
6
7
8
9. Tahun Pajak

10.
Masa
ClskeD
[JskPDKB
[CISKPDKBT

11. Besar Setoran :
No. | AYAT /KODE REKENING = B |
¥ |
)

Jumiah Setoran \ Rp.

Ruang untuk teraan mesin
Kas Register
Penyetor,
PT. SEBASTIAN CITRA INDONISIA
Cap s VTR, S . SACHRRES
139 e 1ouid Pl Nama/Cap/Stempel
JAMA )P = Maza Pajak
lamat OP TOH RANLHS Talum payal
N'TR 17951304 48 I'ThPD
o ; I‘;EMBAYARAN SAH, BILA ADA TERAAN MESIN KAS REGISTERJ

fumlah Bavar

Lembar 1. Warna Putih untuk Wajib Pajak
2. Warna Merah untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak/UPPD

3. Warna Kuning untuk BPKD / BANK
4, Untuk Laporan WP ke Dipenda
5. Untuk Arsip
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Lampiran 6: Keterangan Lunas Dari Bank Pada Lampiran SSPD

PE
MERINTAH PROVINS! DAERAH

DINAS PE |
ABDUL MUIS Nol.'eAaYr.A., ,

JAKARTA 10160

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)

r SERAGTTAM CITRA TNDONESIA

1. Nama Wajib Pajak  : ..

2. Alamat s

3:NPWPD e s

4. NOPD

5. Jenis Pajak

6. Nama Objek Pajak

7. Alamat Objek Pajak

8. Masa Pajak g

9. Tahun Pajak R 3 &t (/B

Setoran ( beri tanda pada salah satu kotak
: Bulan:.......

No.

No.

No.

10.
CIMasa
CIskpPD
[JskPDKB
[CJSKPDKBT
OstPD

11. Besar Setoran :

BESARSETORAN |

URAIAN

No.

AYAT /KODE REKENING

[Ya 4504

1

L
FEFAY

= )

Jumlah Setoran

Ruang untuk teraan mesin
Kas Register

Cap
{OPD 8T
JAMA )P
Alamat OP
NTB

User D

Td Termimal

Maza Paiak
Pl pimak
)5 Vit I'TPD 1

3 "‘TPEMB'AYARAN SAH, BILA ADA TERAAN MESIN KAS REGI'STEF\“\

fuimlah Bavar

T TG 1

Lembar 1. Warna Putih untuk Wajib Pajak
2. Warna Merah untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak/UPPD
3. Warna Kuning untuk BPKD / BANK
4. Untuk Laporan WP ke Dipenda
5. Untuk Arsip

Keterangan telah
melunasi pajak
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Lampiran 7: SPTPD Ditandatangan Oleh Petugas

PEMERINTAH PROVINS! DAERAH KHUSUS O L
DINAS PELAYANAN PAJAK
3865580 - B5 Fan M

JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp.
JAKARTA 10160

§URAT PEMBERITAHUAN
i (SPTPD )PAJAK DAERAH
AJAK REST YO . g

Masa Pajak ORAN e

Tahun Pajak Apeil

2047 een

perhatian -
Harap diisi dan ditulis dengan hyryf CETAl
K.

1 nomor pada k
Betelah diisi dan kotak [ yang tersedia untuk jawaban yang SDETKE, Pajak dimans
itandatangani: harap diserahkan ombali kepada Suku Dinas Pelayanan

Wwaijib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan ‘berikutnya-
S esuai ketentuan yand berieku

[RrEE

Kegedambatan Penyerahan

2 - — SPTPD. di

: |deﬂﬂﬂs Wajib Pajak - dikenakan sanksi
. Nama@ Wajib Pajak
Alamat

c. NPWPD

g Nama Objek/Usaha
¢, Alamat

¢ NOPD

11, Diisi Oleh Pengusaha Restoran :

4. Kantin
1. Restoran y
2. Rumah Makan 5. Kafetana
3. Cafe B. cereraaneranie

a. Klasifikasi Usaha

b. Pendapatan dari Makanan Dan Minuman
¢. Pendapatan dan Service Charge

~ Pendapatan Lain-lain
e. Dasar Pengenaan Pajak ( DPP.
f. Pajak Terutang 10 % X DPP.
g. Sanksi Administrasi. :
h. Jumiah Pajak Yang Telah Dibayar.
i. Pajak Kurang Atau lebih Bayar.
j. Pajak Yang Harus Dibayar

y K Data Pendukung :
1). Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD)

2). Rekapitulasi Penjualan/Omzet. Ada/Fdak ada

3), Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill -AdafTidak ada

4). Jurnal Harian Ada/Tidak ada

Ada/Tidak ada
apabila terdapat ketidak benaran
kan sanksi sesuail dengan

ampiran
Al

5). oo
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan
saya persedia dikena

dalam pengisian SPTPD ini,
Peraturan yang berlaku.
Jakarta,

Diterima oleh Petugas,
PT. SEBAS

Nama ')e\asICapIS\empe\

*). Coret yang tidak perlu

Keterangan :
Lembar 1. Wama Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak
2. Warna Merah untuk Wajib Pajak

SPTPD
ditandatangan
oleh petugas

| DPP-12



Lampiran 8: SSPD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PELAYANAN PAJAK

JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 —85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

(SSPD)
1. NamaWajib Pajak 1 oo
2. Alamat D ceseieeessesesmseniessistiininaines
3. NPWPD 1 eeeeeisseresesiiiiasienie
4. NOPD 1 iisereensessssenvensasaianisnianenensas
5. Jenis Pajak
6. NamaObjek Pajak @ .
7. Alamat Objek Pajak @ ...
8. Masa Pajak St
SERTRRUNPAIAKT I vt cursaarsntaassaasssssnssen
10. Setoran ( beritanda v’ pada salah satu kotak dibawah ini )
Masa EAIBUTAN: S s
] skep 5 oo ML ICTAG o e
(] sxpoks RO 0 T
[ skeoksT BNO L R ot o bl
D STPD RO A0 N e

11. Besar Setoran :

Kode Pos

No. URAIAN BESAR SETORAN |
Rp "
Rp
Rp
Rp

Jumlah Setoran Rp

T & s e e R O o KA v e P e

Ruang untuk teraan mesin Diterima oleh :
Kas Register
Petugas :
Tanggal :
Cap
Tanda tangan :
Nama jelas

JaKarte i aE

Penyetor,

Nama/Cap/Stempel

Wan

=

PEMBAYARAN SAH, BILA ADA TERAAN MESIN KAS REGISTEq

 Putih untuk Wajib Pajak
 Merah untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak
untuk BPKD

untuk Bank
1 Hijsu untuk UPT Pelayanan WP Grup

T
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Lampiran 9: SPTPD Pajak Restoran
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Lampiran 10: SPTPD Pajak Parkir

UIN . |

JALAN ABDUL s Ngi%ﬁfANANﬁzji%OTA JARARTA
96 Telp. 38

JAKARTA 10133580 =85 Fax. 3865755

ITAHUAN pap

(SPTPD) JAK DAERAH

PAJAK PARKIR
v Pajak
Tahun Pajak

. Harap dis]
o &ngf: 3?:3; I:lor;gléaﬁ 2 dan ditulis dengan huruf CET{AK
‘Swetgtl,ah diisi dan ditandatan)éaa':mgil tﬁ:ggizi:ntul;'j(awaban yang dibercn,
A - ) ) er. i i
A Ketl;ﬂ::‘lg:t:]f? r, paling fambat tanyga) 20abulaarr'1 lg;r:;"?uatg ;aepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana
enyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai kétentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak :
a. Nama Wajib Pajak ‘
T Ml j : ;Z‘_(Q.ptq.mn ..... RQina... Sehat | Inferng
3 g’ K1 R T S A L > O
D o xlama Objek/Usaha : 5.\?%....9&&\4({ PS Tebec
. Alamat SR T Ao Jend - Y HaRyon, Velis
e. No. Telp/Fax o G e AR
f. NPWPD R : )
‘TL Diisi Oleh Pengusaha Parkir : [
1. Kapasitas/Daya Tampung ~ :_a. Mobil = .12, Unit b. Motor =

I:l Komputer E’ Manual
- a. Mobil: 1). jam pertama
2). Tiap jam berikutnya
b. Motor: 1). jam pertama
2). Tiap jam berikutnya

2. Sistem Pemungutan
3. Tarif

Rp - ]
| Rp_ ]
Pajak (DPP) (b+c) Rp |
Pajak Terutang (20% X DPP) Rp i
. Sanksi Administrasi. Rp
~ Pajak Yang Telah Dibayar Rp
g. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Rp gy
h. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar. Rp . =
i. Data Pendukung: Lampiran *)
1). Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) Ada/Tidak-ada
2). Rekapitulasi Print Out Komputer Ada/Tidak-ada
3). Rekapitulasi Penggunaan Karcis Parkir Ada/Tidak ada
4). Jurnal Harian Ada/Tidak ada
5). Ada/Tidak ada

Demikian ‘formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran
dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan

Peraturan Daerah yang berlaku. Pl -(f} 3\)\'\ ...... ,u)\,).

Diterima oleh Petugas,

R

tanggalf ................
: AT M
i Nama jelaleapIStm’/’J

*). Coret yang tidak perlu
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Lampiran 11: SPTPD Pajak Hiburan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PELAYANAN PAJAK

JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580-85 Fax. 3865788
JAKARTA 10160

AT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Kepada
( SPPTPD) Yth
PAJAK HIBURAN
Mesa Pajak .. M®E T
Tahun Pajak : 30‘} Jakarta

>grhatian : | :

{. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK.

2. Beri tanda pada kotak(] yang bersedia untuk jawaban yang diberikan. ‘

3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana
Walib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. \dentitas Wajib Pajak :

a. Nama Objek Pajak CRUUNN 4 VSO =5 3 VA 7 JUUI T TS 20 XU TC 0N - IPRPRRRR
b. Alamat L e e vere s nnne e manessis
R e RWL s Kode Pos ..........
c. Nama Objek/Usaha  : .Croco\ke  Broww SaLONL B8 ..o
d. Alamat DM AR SNAR  gyaler. BV 1 il
\ e. NPWPD Y N
| 1. Diisi Oleh Pengusaha Hiburan :
Klasifikasi Hotel : 1. Pertunjukan Film.
2. Pertunjukkan Film dan Tari Nasional.
3. Pagelaran Musik.
4. Diskotik.
5. Karaoke.

6. Klub Malam/Bar

7. Permainan Biliard

8. Permainan Ketangkasan
9. Permainan Mesin Keping
10. Panti Pijat/Refleksi

13. Selancar Es/ice Skate
14. Taman Hiburan/Rekreasi
15. Hiburan Insidentil

168 HIUrON IR . R s asasusask s o
b). Data Pembayaran

1). Pembayaran Dari 3 Dalam Rupiah

a). Persewaan Ruangan/Kamar Rp. )

b). Penjualan Makanan dan Minuman Rp

c). Cover Charge/Minumum Charge Rp.

d). Penjualan Karcis Rp.

). Penjualan Fasilitas Lainnya _( dalam satu BilVBon ) Rp.
__J);_MWMA _Rp

) R O s AP A s £ 5

2). Dasar Pengenaan Pajak ( DPP) (jumiah 1.a8.d 1.9) R&

a). Tarf Pajak .25 % Rp

b). Pajak TAdmm (Tarif x DPP) Rp

c). Sanksi inigtrasi Rp.

d).Jumiah Pajak Yang Telah Dibayar “Rp. i =

e). Pajak Yang Kurang/Lebih Bayar Rp.

f). Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Rp




Lanjutan Lampiran 11: SPTPD Pajak Hiburan
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Lampiran 12: SPTPD Pajak Hotel

@
spp T8

=
F
4

|
:

Bintang Lima Berian 8. Melati
Bintang Lima. 9. Melati
Bintang Empat. 10. Motel
Bintang Tiga.

1ang 1. Cottege . = 1
anw Du._ 12. bt u o '

Melati Tiga. 13. Wisma Pariw

NopBwN =

.........................
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Lanjutan Lampiran 12: SPTPD Pajak Hotel

) Dasar Pengenaan Pajak
Ju 1(atbec+q o)

4).Sanksi Adwinisirast

10%
|_5). Pajak Yang Telah Dibayar
|__6). Pajak Kurang Atau L.
JLJMMMM

a). Surat Setoran Pajak Daera

D). Rekapivis el LG
. Rekapitulasi Penggunaan Bon/B

d{. Jurnal harian :

o).

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benamya dan apabila
dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dik
Peraturan Daerah yang berlaku.

; Diterima oleh Petugas,
L : AMNGOAY (SRS

*). Coret yang tidak periu

Keterangan :
Lembar 1 Wama Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak
“ 2 Wama Merah untuk Wajib Pajak

——T
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Lampiran 13: Website Forum Komunikasi DPP

€ ong , ¢ |[ con we 4+ a =

K||k SP2DWEB untuk |og_ (o tali komunikasi dan silshturahmi
in ke Sistem Pemungutan
Pajak Daerah [E—

default login:nip dan passvord:admin
setelah login silakan ganti password masing2

[ Forum

Forum Komunikasi DPP

PABT

N[ ] Pericnntox | Seiomes | EHETROAIY
Pajok Daerah v PajskAxBanah | Walt Pajak Onine

Password: . Tanish

|Login|

Selamat datang, Guest.

S [info] PERGUB 81 TAHUN 2017: PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB TAHUN 2017 et

Habis

iy - Peraturan Perpajakan
Shoutbox DPP. Wednesday, 05 Jul 2017, 08:34 oleh Ridvan Pohan, SE | Vievs: 172 | Comments: 0 S Sl earang pakei
20 *upPLI#
. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017 - Bina Pajak Daerah L
Shoutbox bukan sarana e HUMAS E
gengpibrimesiish! |2 DASAR PENGENARN PAJAK BERHOTOR (°KB) e ori pere
Didin Jalaludin, SE: &) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN PAIAK 2017  Resilkas! PROIEENID
Wearessay. 23 Acg 2917, UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN...
155 Read More | Write Comment - Analisis Zona Nilai
. anah >
pehnemmad WorTomel| | o |
@ (Bl Chatrooms %/ 4 VR 2 -~
-

-
nnak Masuk - upprel tebet x ‘ Forum Komunikasi DPP % | sistem Pemungutan Pajak Daers % | +

(€)0& e |[Q con a3+ & =
tem Pemungutan Pajak Daerah (Sl

Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Selamat Datang Sign In SP2D Web
Selamat datang pada Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) Dinas
Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Sistem ini dikembangkan untuk
menangani preses pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan
daerah pada jenis pajak :
* Pajak Bahan Bakar
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Parkir

Log-in
dilakukan
oleh pegawai

T— TT—

Copyright © 2017 Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D Web)
Developed by Bidang Sistem Informasi DPP. Version 1.10.7.12
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Lampiran 14: Proses Perekaman Penagihan SPTPD

- T T T T ——————
M Kotak Masuk - upprd tebet@ % | Forum Komunikasi DPP x ; Sistemn Pemungutan Pajak Daeral % | +

€O - I E1 & |[Qcon e ¥ a =

Home | Bantuan Selamat Datang | Change Password | Sign Out | Dev

Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D)
Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Modul Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D)

Pelaporan

Unit Organisasi : UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TEBET
Selamat datang pada sistem SP2D Web.

Jenis pajak yang ditangani SP2D Web :
+ Pajak Bahan Bakar
* Pajak Hotel
* Pajak Restoran
* Pajak Hiburan
+ Pajak Parkir

SP2D Web Version 1.23.04.12

oleh Administrator pada 23 Apr 2012 00:00:00, sumber: Tim Bidang Sistem Informasi
Perbaikan Report Tunggakan SKPD Per Objek & Keberatan

SP2D Web Version 1.1.2.16

oleh Administrator pada 21 Feb 2012 00:00:00, sumber: Developer Teams

Penerbitan SKPDKE

Release v1.1.2.11

oleh Administrator pada 2 Feb 2012 00:00:00, sumber: Developer Teams

Copyright © 2017 Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D Web)
Developed by Bidang Sistem Informasi DPP: Version 1.10.7.12

Klik Penagihan
pada SP2D

Home | Bantuan Selamat Datang | Change Password | Sign Out | Dev

Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2!

Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Sub Modul Penagihan SP2D Web

SPTPD
Unit Organisasi : UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TEBET
i == Pada menu Penagihan klik SPTPD,
Kata Kunc Pencarian s | Filh Fad < lalu klik ‘tambah baru’
TAMBAH BARU
Objek Pajak Tanggal ‘Omset.
(TamBAR BARU |

T —

Copyright © 2017 Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D Web)
Developed by Bidang Sistem Informasi DPP.

Version 1,10.7.12



Lampiran 15: Proses Perekaman SSPD dan SPTPD

— — T —
1M Kotak Masuk - upprd.tebet@ % | [~ Kotak Masuk - uppd tebet@: % Forum Komunikasi DPP

80

fo\;tem Pemungutan Pajak Daeral % | 4

Home | Bantuan
P sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D)
l Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI lakarta

Sub Modul Penagihan SP2D Web

¢ || Q con wBe ¥ A& =

SPTPD  STPD  Porporasi

n sistem :
* Data Mei 2017 berhasil ditambahkan.
siMPAN | [ KEMBALI | [ CETAK.

Objek Pajok : 106.16.05.05.0022 - C'BEZT RESTORAN

Periode : Mei 2017
Tanggal : 16 Jun 2017

Diisi sesuai dengan SSPD
dan SPTPD

. ———
Klik kode, untuk memasukkan omset

- -— W —
M Kotak Masuk - X - ¢ % | Forum Komunikasi DPP

Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D Web)
Versicn 1,10.7.12

% | Sistem Pemungutan Pajok Daeral % ! +

Home | Bantuan
A sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D!
1 Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Sub Modul Penagihan SP2D Web

e || cari % a & @&

Selamat Datang | Change Password | Sign Out | Dev

-
P

of
i

w
E
o

STPD  Porporasi

Pesan sistem :
 Data Mei 2017 berhasil ditambahkan.
SIMPAN | [ KEMBALI | [ CETAI

Objek Pajak : 106.16.05.05.0022 - C'BEZT RESTORAN

Periode : Mei 2017
Tanggal : 16 Jun 2017

Omset Usaha = 0

Fasilitas : 05.01 -

Omset s |

SIMPAN | | KEMBALL

Masukkan omset,
lalu klik simpan

SIMPAN | [ KEMBALL | | CETAK,

—

Copyright © 2017 Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

T —

Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D Web)

i
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Lampiran 16: Proses Perekaman Setoran Masa dan Perbaikan Pajak Restoran

[Berkas Edit Tampilan Riwayat Markah Alat Bantuan
| 2 —

1 Kotak Masuk - upprdtebett % Forum Kemunikasi DPP % | sistem Pemungutan Pajak Daera % | +

S El ¢ | |Qcari wB 3 #

Home | Bantuan Selamat Datang | Change Password | Sign Out | Dev

Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2I
Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Modul Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D)

Unit Organisasi : UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TEBET
Selamat datang pada sistem SP2D Web.

Jenis pajak yang ditangani SP2D Web :
+ Fajak Bahan Bakar

+ Pajak Hotel

* Pajak Restoran

* Pajak Hiburan

+ Pajak Parkir

Klik
Pelaporan
pada SP2D

SP2D Web Version 1.23.04.12
oleh Administrator pada 23 Apr 2012 00:00:00, sumber: Tim Bidang Sistem Informasi
Perbaikan Report Tunggakan SKPD Per Objek & Keberatan

SP2D Web Version 1.1.2.16

oleh Administrator pada 21 Feb 2012 00:0
Fenerbitan SKPDKB:

00, sumber: Developer Teams:

Release v1.1.2.11
oleh Administrator pada 2 Feb 2012 00:00:00, sumber: Developer Teams

R— —

Copyright © 2017 Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D Web)
Developed by Bidang Sistem Informasi DPP. Version 1,10,7.12

1015.90.19/sp2dweb/Reporting/Index

[Berkas Edit Tampilan Riwayat Markah Alat Bamtuan

M Kotok Masuk - upprd ebet % | Forum Komunikasi DPP % | Sistem Pemungutan Pajak Dacre % | + -
€)0 e |[Q cari wBe ¥ K =
Home | Bantuan

P sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2
1 Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Pelaporan SP2D Web

Loporan Berkala Laporan/ Cetak Surat  Potensi
JURNAL PENERIMAAN PAJAK DAERAH Unit Qrganisasi : UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI D;
PERKEMBANGAN OBJEK PAJAK
BERDASARKAN KLASIFIKAST
REKAPITULASI HASIL KEPUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

RINCIAN PENERBITAN SKP HASIL
PEMERIKSAAN PAJAK

Pilih Laporan Berkala
pada Pelaporan

REKAPITULASI JUMLAH OBIEK PAJAK BARU
DAN KONTRIBUSINYA

REKAPITULAST JUMLAH OBIEK PAJAK TUTUP
DAN ESTIMASI YANG HILANG

DAFTAR SETORAN MASA

DAFTAR SETORAN MASA DAN PERBAIKAN
DAFTAR NOTA PERHITUNGAN

DAFTAR PENERBITAN SKPD

DAFTAR TUNGGAKAN QBIEK PAIAK
DAFTAR OBJEK PAJAK AKTIF

DAFTAR TUNGGAKAN SKPD

DAFTAR NON SSPD

Kemudian, klik Daftar Setoran
Masa dan Perbaikan

DAFTAR TUNGGAKAN STPD

10.15.90.19/sp2dweb/Main/M~Report/Zkey=H -
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Lanjutan Lampiran 16: Proses Perekaman Setoran Masa dan Perbaikan Pajak
Restoran

[Berkas Edit Tampilan Riwayat Markah Alat Bantuan

1M Kotak Masuk - upprdtebet % Forum Kemunil

% | sistem Pemungutan Pajak Daera % | +

e ||Q ceri wBa 3+ /& =

istem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D)
Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Laporan Berkala Laporan/ Cetak Surat ~Potensi

i

JURNAL PENERIMAAN PAIAK DAERAH DAFTAR SETORAN MASA DAN PERBAIKAN

PERKEMBANGAN OBIEK PAJAK Pelaporan > Laporan Berkala > D SETORAN MAS ERBAIKAN

BERDASARICAN KLASIFIKAST Unit Organisasi : UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUST DAERAH TEBET
REKAPITULASI HASIL KEPUTUSAN Senis Pajl : Restoran .

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

RINCIAN PENERBITAN SKP HASIL
PEMERIKSAAN PAJAK

REKAPITULAST JUMLAH OBJEK PAJAK BARU
DAN KONTRIBUSINYA

REKAPITULASI JUMLAH OBIEK PAJAK TUTUP
DAN ESTIMASI YANG HILANG

DAFTAR SETORAN MASA
DAFTAR SETORAN MASA DAN PERBATKAN
DAFTAR NOTA PERHITUNGAN

DAFTAR PENERBITAN SKPD

DAFTAR TUNGGAKAN QBIEK PAJAK
DAFTAR OBJEK PAJAK AKTIF

DAFTAR TUNGGAKAN SKPD

DAFTAR NON SSPD

DAFTAR TUNGGAKAN STPD

DAFTAR PENERBITAN STPD

Tehun: 2017 ¥

Objek Pajak : 106.16.05.05.0022 P

C'BEZT RESTORAN

LIHAT LAPORAN

Berdasarkan
informasi tentang
objek pajak yang
ingin diperiksa
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Lampiran 17: Daftar Setoran Masa dan Perbaikan Pajak Restoran

stem Pemungutan Pajak Da

€)0& ) e |[Q cori wBe ¥ A =

441 of1 b kM H-@

DAFTAR SETORAN MASA & PERBAIKAN PAJAK RESTORAN
UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TEBET
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Tahun 2017
NOPD ki
™T 1 Apr 2016

Nama Usaha
Alamat Usaha
Nama Wajib Pajak

Alamat Waijib Pajak
Status Objek Akdif
SETORAN MASA DAN PERBAIKAN Wl
Ket Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September | Oktober | November | Desember | Jumlah
1 2 3 0 5 5 7 B ) 10 n 12 13 4
S 3318591 3462545 5554045 6,830,864 6547091 6814727 6,170,830 6,525,775 q [l q o 45724488
TGL | 80212017 | 9032017 | 7M0412017 | 9/05/2017 | 13/06/2017 | 11/07/2017 |10/08/2017 | 1310812017
BG 9 0 ol 0 q 0 0 q q 9 q q 0
sP 9 0 ol 0 q 0 0 q q 9 q q 0
TGL
BG 9 0 ol 0 q 0 0 q q 9 q q 0

[



Lampiran 18: Daftar Potensi Pajak Parkir DKI Jakarta

H%- B DAFTAR POTENSI PAJAK DKI JAKARTA - Excel
A OME | INSERT  PAGELAVOUT  FORMULAS  DATA  REVIEW  VIEW
= P
% cue Calibri - EoWapTet General - 2] 7] & X B
ko - Condionsl Formatas Cel | Insert Delte
Iu- i Merge &Center + 7+ 96 5 5 g3 Conditional Formatas Cell Insert Delete Format
¥ Format Painter 9 Formatting = Table~  Styles - -
Clipboard 5 Font 5 Alignment 5 Number 5 Styles cells
P20 - e
A s c b e ' s 4
.| |ne NOPD NAMA OBJEK PAIAK ALAMAT OBJEK PAIAK NAMA WAIIB PAIAK ALAMAT NPWPD
. . [ L Lak Jend T RARVONG KAV
11 Tol Cawang Grogol, Menteng
. 2 PARKIR MENARA BDAKARA | 5o, Tebet, Kota Jakerta Sclatan
N ARKRARDN AL L Pemuda Kav 3+, Rawamangun,
s Puo Gadung
PARKR STASIUN PASAR
. 4 PARKR, 1L Raya Ragunan No.¢
. s PARKR KFC Jalan Cempaka Puth Timur No. 105
s 6 PARKIR STASIUN TEBET J1. Tebet Raya No 62, Tebet Timur
PARKR MALL TAMAN 11 Letien. S. Parman Kav. 21,
T ANGGREK. Tanjung Duren Selatan, Grogol
s Petamburan
. ARKRRS 5 CanoLys | IL- Sekemba Raya No 41 Jakarta
. Pusat
JL DR SAHARIO N0 82,
PARKIR GD UGH SAIATOR .
9 i UANGGARAL TEBET, JAKARTA
0 PARKR STASUNPASAR |1 St Senen No.14 Senen, Jakarta
i SENEN Pusat
" PARKR PASARAYA 11 Sutan Agung No.1, Mangoarai
s ANGGARA Jalarta Seiatan
- PARKRMALLKELAPA |1l Bulevar Kelapa Gadng Biom I,
. [tins Jstarta Utera
RESTORAN | PARKIR | HIBURAN | HOTEL <

?7 &

> AutoSum

by i

Sort & Find &
€ Clear~ Filter - Select -
Editing
% L N

84

-
Sign in

H - s DAFTAR POTENSI PAJAK DKI JAKARTA - Excel
FILE HOME  INSERT ~ PAGELAVOUT ~ FORMULAS ~ DATA  REVIEW  VIEW
o - = = e
?’ Cut Calibri BTV - B wrapText General - E.J ] 5 EEX B
E®) Copy -
Pate oo th . T u- - Merge & Center - 7+ G » 3 8 Conditional Formatas Cell Insert Delete Format
- ormat Painter Fommatting - Table~ Stylesw - - -
Clipboard w Font 5 Alignment [ Number 5 styles calls
P14 - fe
A c ) 3 ' c u
. nNo NOPD NAMA OBJEK PAIAK ALAMAT OBJEK PAJAK NAMA WAJIB PAIAK ALAMAT NPWPD
E ARKRRS.TEBET 1L Let.Jend IT HARYONO KAV
: - 13 Tabee
1. Tol Cawang Grogal, Ienteng
. 2 PARKR HENARA BDAKARA | sjam, Tetet, Kota Jakarta Selatan rebet
N ARKR ARON MALL 1L Pemuda Kav 34, Rawamangun,
: ! Pulo Gadung
. 4 PR STASUNPASAR 1 Raya Ragunan No.+
N 5 PARKR KFC Jalan Cempaka Putih Timur No.108
s 6 PARKIR STASIUN TEBET I Tebet Raya No.62, Tebet Timur [Tebet
PARKR MALL TAMAN 11 Letien. S. Parman Kav. 21,
T GGREK. Tanjung Duren Selatan, Grogel
) Petamburan
R ARKR RS ST CaROLus | 1L Salemba Raya No.41 Jakaria
0 Pusat
JLDR.SAHARJO NO.83,
° B o, U SAUATOR |,/ AGGARAI, TEBET, JAKARTA
SELATAN repet
10 PARKRSTASUNPASAR  [J1. St Senen No.14 Senen, Jakarta
. SENEN Pusat
" PARKR PASARAYA 1. Sukan Agung No.1, Wanggarai,
5 MANGGARAI Jakarta Selatan rebet
12 PARKR MALL KELAPA 1. Bulevar Kelapa Gading Blom I,
e Jakarta Utara
RESTORAN | PARKIR | HIBURAN | HOTEL «

?2 @

3 AutoSum - %Y i

Fill -

Sort & Find &
€ Clear~ Filter - Select
Editing
« L N

Signin




Lampiran 19: Setoran Rata-rata Pajak Restoran

H ©- =
HOME | INSERT

% cue Calibri MR-y
ER Copy -
& Format Painter

SETORAN MASA RESTORAN - Excel

PAGELAVOUT ~ FORMULAS ~ DATA  REVIEW  VIEW

i

Insert Delete Format

General -

@

G
B D 5
Conditional Formatas Cell
Formatting = Table~ Styles -
Styles

e EPWrapTet

[l Fil-

£ Clear

=

I U=~ - ElMerge&uCenter ~ B2~ 95 9

Clipboard n Font [} Alignment & Humber [} Cells

f

NOPD
NAMA USAHA
ALAMAT USAHA
TAHUN

Bow o o

2017

o

?7 &

> AutoSum QY H

Sort& Find &
Filter - Select -
Editing

Jumiah Setoran

Ket Januari | Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Oktober

Setoran rata-rata

SM | 3.818.591 | 3.462.545 | 5.554.045 | 6.830.864 | 6.547.091 | 6.814.727 | 6.170.830 | 6.525.775

TGL

BG

SP

TGL

BG

15 KET

Sheet1

EAD!

f H ©- s
INSERT

SETORAN MASA RESTORAN - Excel
VIEW

PAGE LAVOUT REVIEW

FORMULAS

DATA

e 6 Cut
B Copy -
' Format Painter

Calibri P Wrap Text General -

o o
% ¥ <= Bx EI
= & B H
Conditional Formatas Cell  Insert Delete Format
Formatting~ Table~ Stylesw v v v

Styles Cells

& Fin-

Paste

Merge & Center = &7+ 9 2

Clipboard n Alignment = Humber [

3 NOPD :
4 |NAMA USAHA s

5 ALAMAT USAHA

6 TAHUN 2017

3 AutoSum -

¢ Clear~

85

Sign in

A
v ik
Sort & Find &
Filter~ Select~

Editing

Ket Januari | Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Oktober Jumlah Setoran

Setoran rata-rata

o SM |3818.591| 3.462.545 | 5.554.045 | 6.830.864 | 6.547.091 | 6.814.727 | 6.170.830 | 6.525.775 45.724.468

5.715.559

TGL

BG

SP

TGL

BG

15 KET

EAD!

Signin
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Lampiran 20: Daftar Hadir PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
" Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285 1S0 9001:2008 CERTIFIED
g‘;i:" » Laman: www.unj.ac.id/fe %lﬂfcﬁ:n
(g DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
2. 5ks
Nama 4 Ada H‘u&nq
No. Registrasi - ¢ 832:6‘“3\9 ....................
—— D3 A¥untansi(
Program Studi N A s D . (UPPRD) Te
Tempat Praktik Unt Ptlayanan Payak dan Petribusi Datreh ) Tebet
Alamat Praktik/Telp ‘“9'0(’ DRS%'O"\O . Np"’ Teluek
NO HARI/TANGGAL PARAF } KETERANGAN

1| Senin, 30 Su 203 IAMM |

3.
5. ! {
7.

9.
10. 10555 e
. ;
12. 12, /e
13.
14 V. v vmse
5.
l
Jakana..l.}. St?kf"\b(r : JO r*
B
Penilai. w7
Catatan : C\S
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebu (‘\AU‘Tﬁb (N ..... )

Mohon legalitas dengan membubuhi cap ©
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Lanjutan Lampiran 20: Daftar Hadir PKL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

i Telepon (021) 4721227/ 47062'85, l.:ax: (021) 4706285 1&1:&{3[:;;0&57?;:’7159
EM;’,&"‘ . Laman: www.unj.ac.id/fe TASINAIS0
Tl DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama

No. Registrasi
Program Studi
Tempat Praktik
Alamat Praktik/Telp

NO HARITANGGAL PARAF KETERANGAN
Qlusa , 22 ARgustus 2003 | e o

13. Somnlll&’vitmbﬂrlol} ..... B s '

| Selasa 12 Stotember 20} . A |

21 Setember 200}

JaKARR, N S B e iasa

Penilai.C‘@W

(L AITTRS (N

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutul

Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instl




Lanjutan Lampiran 20: Daftar Hadir PKL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285

Kampus Universitas Negen Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

88

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI #Z==®

1S0 9001:2008 CERTIFIED

Laman: www.unj.ac.id/fe CE::‘;';‘CN‘E"
DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

i ol W

No. Registrasi $ 852‘5 l 5‘45(9 ......................

Program Studi 03?2\;*'\&“51 SRS

Tempat Praktik pOREPD Hbdk —_—

Alamat Praktik/Telp ~ : 20008000 secpomp Mexie (e
NO HARI/TANGGAL PARAF KETERANGAN
| Fams, 9 Sephember 2007 | 7w
% | AR O e T - o Twena
3. S! ..... 521 Thassena
4 S 4.! [Ibuk'w"
e PRl il i 8 s ona
G bemammmmes oo cweoe [ T
T | o s A TR AR i (R
B | e e - TOT,
D | sprivensaiionsssseis linnshars SasnmIoiistiarts . SRR
10 Fosanianssnasiisiniisaings Qi snva
E): | avsmsisnissssssiiasiaiviomereosnsanes vansussh Elssioiviising |

|
V2 Pviim s pimecssnn vt ioin o s O S e e b
R Py e S Bossviess |
M Lsiisinnsmnminenssnisaninms cavenssshess sossbors I soves
B8 Eanisssui st s i ivasiviiaio ) [ AP,
Catatan :




Lampiran 21: Penilain PKL

UNIVERSITAS NEGERIT JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R. Jalan Rewamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285 o e ST e

Laman: www.fe.unj.ac.id CERTIFICATE NO:
IASTNAZ6 10

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM DIPLOMA 111
2. SKS

Nama ’g'da 2 H’H ......

No Registrasi

Pr Studi Ak ] o
Teorg;ilt.nf’r:l‘(lilk Pelaya Fribusi Daerah (UIPRD) Te bet

Alamat Prakiik/Telp - 0. P10f. “Tebet

SKOR

NO ASPEK YANG DINILAI KETERANGAN
46-100
1 | Kehaditen gg‘ |l Keterangan Penilaian :
i 85 Skor  Nilai Bobot
ZNlKedisigman: - o i 86-100 A E
A 81-85  A- 37
- e 80 |7680 B 33
3 | Sikap dan Kepribadian [TV 7175 B 30
82 [6670 B 2,7
4 KemampuanDasar = PGS 61-65 C+ 2,3
80 56-60 G 2,0
Ketrampilan M kanFasilitls | ...onens 5155 G L
5 etrampilan Menggunal asili 65 D 1

6 | Kemampuan Membaca  Situasi  dan %0 ..... 2. Alokasi Waktu Praktik :
2 sks : 80-160 jam kerja efektif
(2 Minggu s.d 1 bulan)

Mengambil Keputusan

7 Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan %O

~~~~~~~~~~~~~ Nilai Rata-rata :
g | Aktivitas dan Kreativitas 80 ..... 1 gAY T
o | Kecep Waktu Penyelesaian Tugas 80 _____ Vhiepily
10 Hasil Pekerjaan 80 Nilai Akhir :
81/2- A -
Angka bulat huruf
Jumlah oG

a2 ¥ D 200

coMutTaSIM

Catatan :
Mohon legalitas dengan membubuhi c;
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Lampiran 22: Surat Keterangan Magang

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
#af UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TEBET
JL. Prof. DR. Soepomo, SH NO.16 Telp. (021) 83780019 Fax. (021) 83780019
JAKARTA

Kode Pos: 12810

SURAT KETERANGAN MAGANG
Nomor: 2.88% /-082.7

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ.RR ERMA SULISTIANINGSIH, SE, MSi
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pajak DAN RETRIBUSI Daerah (UPPRD)
Tebet
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : Aida Husna

Nomor Induk Mahasiswa : 8323154319

Jurusan/Program Studi : D3 Akuntansi

Perguruan Tinggi . Universitas Negeri Jakarta

Nama Instansi : Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Tebet

Adalah benar telah melakukan Magang di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
(UPPRD) Tebet terhitung sejak 31 Juli 2017 s.d 20 September 2017. Selama Magang,
yang bersangkutan ditugaskan di Sub Bagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana Pelayanan
dan Satuan Pelaksana Pendataan.

Selama menjalankan aktivitasnya yang bersangkutan telah mengerjakan tugas dengan
baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 September 2017
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Lampiran 23: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL
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